BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN ACEH SINGKIL
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

: a. bahwa menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah dan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintah (IPSAP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan Tanpa Penyajian
Kembali Laporan Keuangan dipandang perlu dilakukan
penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Aceh Singkil
Nomor 18 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor
18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil,

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat [I Aceh Singkil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3827);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh
Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014
Nomor 233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2017
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Singkil
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 371);

10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahumn 2014 tentang

Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 40 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
Singkil Tahun 2017 Nomor 372);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Bagian Hukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.-
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Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Aceh
Singkil Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2014 Nomor 233) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Aceh Singkil Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 18 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten
Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun
2017 Nomor 371), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran BAB XIl diubah, sehingga Lampiran BAB XII
berbunyi sebagai berikut:

BAB XII
KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA
A. UMUM
DEFINISI

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang
tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar,
investasi jangka panjang, aset tetap dan dana
cadangan termasuk di dalam aset lainnya adalah:

a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

d Aset Tidak Berwujud; dan

e Aset Lain-lain.

2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah
yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah
daerah secara angsuran Antara lain tagihan penjualan
rumah dinas, rumah susun dan kendaraan dinas.

3. Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah suatu proses
yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan
untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai
akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan
tugas kewajibannya.

4. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)
merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap
pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan
untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian
yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat
langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh
pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan
tugas kewajibannya.

BA%} fukum dan HAM Seutakab Aceh Singkil.-



Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian
antara dua pihak atau lebih yang mempunyai
komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang
dikendalikan bersama dengan menggunakan aset
dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa:
a. Sewa;

b. Pinjam Pakai;

c. Bangun Guna Serah;

d. Bangun Serah Guna; dan

e. Kerjasama Pemanfaatan (KSP).

Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik
Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

Pinjam Pakai adalah Penyerahan Penggunaan barang
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau
antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka
waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada
Pengelola Barang.

Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama
berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh
pihak  ketiga/investor, dengan cara  pihak
ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan
dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta
mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu,
untuk kemudian menyerahkan kembali bangunan
dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada
pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka

. waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir

10.
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masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak
ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai
pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan
pembayaran oleh pemerintah daerah kalaupun
disertai pembayaran oleh pemerintah daerah,
pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat
rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BGS ini
harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama.

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset
pemerintah daerah oleh pihak Kketiga/investor,
dengan cara pihak ketiga/investor tersebut
mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut
fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang
dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk
dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset
tersebut.
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Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah
pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain
dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan
penerimaan daerah.

Aset tidak berwujud (ATB) adalah aset tetap yang
secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak
mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa
atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak
atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak
berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek,
serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak
berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau
dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Klasifikasi

Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Penjualan
Angsuran

Tagihan Jangka
Panjang

Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah

Kemitraan dengan

Sewa Pinjam Pakai

Pihak Ketiga Kerjasama Pemanfaatan

Bangun Guna Serah

Bangun Serah Guna

Aset Tidak Goodwill
Berwujud | Lisensi dan Frenchise
'Hak Cipta
Paten
rXs‘f;‘t} Lain-]ain . Aset Lain-Lain

PENGAKUAN

Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai
atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b. Diterima atau kepemilikannya dan/atau

kepenguasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran
kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui
pada saat terjadinya transaksi berdasarkan
dokumen perolehan yang sah sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
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3. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas
maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat
terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

Bﬁn Frukum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.-

a.

Kemungkinan besar diperkirakan manfaat
ekonomi di masa datang yang diharapkan atau
jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut
akan mengalir kepada entitas pemerintah
daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat
diukur dengan andal.

Perlakukan akuntansi dalam pengakuan software
yang diperoleh secara pembelian yaitu sebagai
berikut:

a.

Perolehan software  yang memiliki  ijin
penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan,
maka nilai perolehan software dan biaya
lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB.
Sedangkan perolehan software yang memiliki
ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari
atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai
perolehan software tidak perlu dikapitalisasi,
tetapi diakui sebagai beban tahun berjalan.
Software yang diperoleh hanya dengan
membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa
manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi
sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya
dengan membayar ijin penggunaan/lisensi
kurang dari atau sampai dengan 12 bulan,
tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui sebagai
beban tahun berjalan.

Software yang tidak memiliki pembatasan ijin
penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12
bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak
memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa
manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12
bulan tidak perlu dikapitalisasi, tetapi diakui
sebagai beban tahun berjalan.

Pengeluaran terkait software yang tidak
memenuhi Kkriteria Kkapitalisasi akan diakui
sebagai beban operasi pada periode terjadinya.
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Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB,

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. Untuk software yang diperoleh atau dibangun
oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi
menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi
pemerintah sendiri atau oleh pihak Kketiga
(kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh
instansi pemerintah sendiri dimana biasanya
sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan
dari software tersebut, maka untuk software
seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB.
Selain itu software seperti ini biasanya bersifat
terbuka dan tidak ada perlindungan hukum
hingga dapat dipergunakan siapa saja,
sehingga salah satu kriteria dari pengakuan ATB
yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak
terpenuhi. Oleh karena itu untuk software
dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB
adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.

b. Dalam kasus perolehan software secara
pembelian, harus dilihat secara kasus per
kasus. Untuk pembelian software yang
diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat oleh pemerintah maka software
seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Di
lain pihak apabila ada software yang dibeli oleh
pemerintah untuk digunakan sendiri namun
merupakan bagian integral dari suatu hardware
(tanpa software tersebut, hardware tidak dapat
dioperasikan), maka software tersebut diakui
sebagai bagian harga perolehan hardware dan
dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin.
Biaya perolehan untuk software program yang
dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan
hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB
setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara
umum.

Kapitalisasi terhadap perolehan software/aplikasi
sebagai aset tidak berwujud apabila dapat digunakan
secara massal. Perolehan software yang hanya
digunakan dalam satu PC atau laptop (stand alone)
seperti aplikasi autocad, diakui sebagai beban tahun
berjalan.

Batas minimum pengeluaran aset tidak berwujud
yang dapat dikapitalisasi adalah  sebesar
Rp.20.000.000,00. Pengeluaran di bawah nilai
Rp.20.000.000,00 diakui sebagi beban tahun

berjalan.
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Untuk ATB, ada kemungkinan pengeluaran
berikutnya setelah perolehan awal walaupun pada
kebanyakan kasus, sifat alamiah ATB adalah tidak
adanya penambahan nilai ATB dan tidak
diperlukannya penggantian dari bagian ATB
dimaksud setelah perolehan awal. Namun demikian,
apabila memang terdapat pengeluaran setelah
perolehan yang dapat diatribusikan langsung
terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut
dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah

perolehan  terhadap  software komputer harus

memenuhi seluruh kriteria ini:

a. Meningkatkan fungsi software.

b. Meningkatkan efisiensi software.

c. Batas minimum pengeluaran adalah sebesar
Rp.20.000.000,-

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi
seluruh Kkriteria di atas maka pengeluaran harus
dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat
terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan
software yang sifatnya hanya mengembalikan ke
kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi
software dalam rangka memperbaiki untuk dapat
dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Pengeluaran yang meningkatkan masa manfaat dari
software pada praktik umumnya tidak terjadi, yang
ada adalah pengeluaran untuk perpanjangan ijin
penggunaan/lisensi dari software atau up grade dari
versi yang lama menjadi yang paling mutakhir yang
lebih mendekati kepada perolehan software baru.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan

lisensi:

a. Pengeluaran setelah perolehan berupa
perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari
atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu
dikapitalisasi.

b Pengeluaran setelah perolehan berupa

14.
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perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari
12 bulan harus dikapitalisasi.

Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan
selain perpanjangan masa lisensi, masa manfaat aset
tidak berwujud kembali pada masa manfaat awal
selama 5 tahun.
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Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang
dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah
karena hilang atau rusak berat, usang, dan/atau aset
tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu
proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa
beli, penghibahan, penyertaan medal) sehingga tidak
dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan
atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit
pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan
ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau
serah terima atau dokumen sejenisnya. Aset lain-lain
diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset
lain-lain.

C. PENGUKURAN DAN PENILAIAN

1.

3,
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Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai
nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset
yang bersangkutan setelah dikurangi dengan
angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas
umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan
penjualan angsuran.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai
nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah
dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh
bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal
dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak
(SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah
dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas
umum daerah.

Sewa dinilai sebesar nilai perolehan aset yang
disewakan kepada pihak ketiga.

Pinjam Pakai dinilai sebesar nilai nominal aset yang
bersangkutan.

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai
perolehan yang tercatat pada saat perjanjian.
Bangun, Guna, Serah (BGS) dicatat sebesar nilai buku
aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah
kepada pihak ketiga/investor untuk membangun
aset BGS tersebut.

Bangun, Serah, Guna (BSG) dicatat sebesar nilai
perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar
nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah
ditambah dengan nilai perolehan aset yang
dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk
membangun aset tersebut.
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Atas sebagian aset tetap milik SKPD yang
dikerjasamakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai,
dan perjanjian kerjasama dalam bentuk lainnya, tetap
dicatat sebagai satu kesatuan aset tetap di SKPD,
dan kerjasama aset tersebut cukup diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CalK).
Contoh, penggunaan sebagian bangunan untuk ATM,
kantin, dan lain-lain.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan,
yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah
daerah untuk memperoleh suatu aset tak
berwujud hingga siap untuk digunakan dan
mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan
dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada
aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas
pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan

pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-
pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga
dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat distribusikan secara
langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
Contoh dari biaya yang dapat distribusikan
secara langsung adalah:

1) biaya staf yang timbul secara langsung
agar aset tersebut dapat digunakan;

2) biaya professional yang timbul secara
langsung agar aset tersebut dapat
digunakan;

3) biaya pengujian untuk menjamin aset
tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara

internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan
yang memenuhi syarat pengakuan, diakui
sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang
dikeluarkan sejak memenuhi kriteria
pengakuan.

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang
awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban
tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga
perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
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c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari
pengembangan  software komputer, maka
pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan
aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak

dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan

- nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan

15.
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amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus
dengan memperhatikan berapa tahun lamanya nilai
manfaat (umur) ekonomis diperoleh, sehingga
perhitungannya dengan pendekatan tahun penuh
(tanpa memperhatikan bulan perolehan aset tidak
berwujud). Sedangkan pencatatannya setiap akhir
tahun.

Estimasi Eif[an:Si
No. Uraian Nilai Sisa Manfaat
(Rp) (Tahun)
Aset Tak Berwujud
1 | Software & Aplikasi 1 S
2 | Kajian-kajian 1 5

ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh
diamortisasi Masa manfaat suatu aset tidak
berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah
setiap periode untuk menentukan apakah kejadian
atau keadaan dapat terus mendukung masa
manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak,
perubahan masa manfaat yang muncul dari tak
terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan
nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan
nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai
bukunya, jika masa manfaat sudah habis tetapi belum
dihapuskan maka nilai buku aset tak berwujud
ditandai Rp 1,-;

Aset Tak Berwujud yang dimaksud Software adalah
aplikasi komputer yang dibangun atau dibuat oleh
pihak ke-III (tiga), sedangkan software yang dibeli jadi,
dan tanpa software tersebut komputer tidak berfungsi
maka harga perolehan softwarenya menjadi bagian
harga perolehan aset tetap (komputer);
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Kajian-kajian yang dibuat SKPD bisa jadi merupakan

DED dari aset tetap. Nilai DED yang aset tetapnya

telah jadi (selesai dibangun) akan dikapitalisasi ke aset

tetap tersebut.Sedangkan DED yang belum jadi aset
tetapnya masih ada di aset lainnya tidak diamortisasi;

Perbaikan software (aplikasi) dapat menambah masa

manfaat, kualitas atau kapasitas aset tetap yang

bersangkutan,;

Perbaikan tersebut meliputi:

a. Penyempurnaan, merupakan kegiatan
penambahan, dan/atau penggantian bagian
menu aplikasi dengan maksud meningkatkan
kualitas dan/atau kapasitas;

b. Perbaikan sofware/aplikasi yang rusak dengan
tetap mempertahankan arsitekturnya.

Perubahan masa manfaat karena penyempurnaan

atau perbaikan sebagaimana disajikan di atas

berpedoman pada Tabel Penambahan Masa Manfaat

Aset Tak berwujud (Software), dan penambahan masa

manfaat maksimal tidak melebihi masa manfaat

sesuai umur yang normal. Dihitung berdasarkan
persentase harga perolehan penyempurnaan atau
penambahan dari harga perolehan awal.

Tabel Penambahan Masa Manfaat Software

PERSENTASE
PENYEMPURNAAN PEN';;:];:HAN
URAIAN /PENAMBAHAN FITUR
DARI HASIL e
. PE_ROLEHAN (FARUA)
Aset Tak
_Berwujud | o
- ng_tware = 25 % 1
>25s/d 50 % J,
| >50 s/d 100% 4

Aset lain-lain adalah aset yang tidak memenuhi
kriteria aset tersebut di atas, antara lain Aset fasilitas
Sosial, Fasilitas Umum, Aset Rusak Berat yang
dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan
aktif pemerintah daerah, Aset Tetap yang Belum
Ditetapkan Statusnya, dan Kas Dikonsinyasikan.
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D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

1.
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Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas
laporan keuangan, sekurang- kurangnya harus
diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. besaran dan rincian aset lainnya,

b. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak

ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
d. informasi lainnya yang penting.

ATB disajikan dalam neraca sebagai bagian dari Aset

Lainnya.

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal

sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak

berwujud, dengan membedakan antara aset tidak
berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset
tidak berwujud lainnya:

a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang
digunakan. Apakah masa manfatnya terbatas
atau tidak terbatas;

b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset
tidak  berwujud tersebut terbatas masa
manfaatnya;

c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;

d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi
(vang digabungkan dengan akumulasi rugi
penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

e. Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya
terdapat amortisasi aset tidak berwujud,;

f.  Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir
periode;

8 Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai
yang signifikan (impaired);

Disamping informasi-informasi diatas, entitas juga
perlu melaporkan perubahan-perubahan terhadap:
a. Periode amortisasi;

b. Metode amortisasi; atau

c. Nilai sisa.

Aset kerjasama/Kemitraan disajikan dalam neraca
sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas
aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan),
sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan
operasional Pemerintah Daerah, harus diungkapkan
dalam CaLK.
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Aset kerjasama kemitraan selain tanah harus
dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP
melanjutkan masa penyusutan aset sebelum
direklasifikasi menjadi aset kemitraan.

Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG
adalah selama masa kerjasama.

Sehubungan dengan Perjanjian
Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus
dibuat:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;

b. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam

perjanjian;
c. Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila
ada;

d. Kententuan mengenai penyerahan aset
kerjasama kemitraan kepada pemerintah pada
saat berakhirnya masa kerjasama;,

e. Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus
dibayar/disetor mitra kerjasama ke Rekening
Kas Daerah; dan

f.  Penghitungan atau penentuan hak bagi
pendapatan/hasil kerjasama.

Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim

untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat

untuk aset kerjasama kemitraan:

a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;

b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama
kemitraan; dan

c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset
kerjasama kemitraan.

Setelah aset diserahkan dan ditetapkan
penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam
neraca dalam klasifikasi aset tetap.

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset
Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam
CaLK Hal-hal yang perlu diungkapkan antaralain
adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya
penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang
dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya
yang relevan.
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 29 November 20(8
21 pagiuC T 14qoH

éoBUPATI ACEH SINGKIL,

DULMUS

Diundangkan di Singkil
Pada tanggal 29 ({vovember 2018
3 PRPaGiul Awal 1940 H

SEKRETARIS DAERAH ATEN ACEH SINGKIL,

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR Ho6

Bagi kum dan HAM Setdakab Aceh Singkil.-



